
PERATURAN BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR   5bTAHUN 2022

TENTANG

pENjABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BBLANjA DAEFun
TAHUN ANGGARAN 2023

DENCIAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang   :    bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  18  Peraturan
Daerah Nomor  1 1  Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan
dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Rembang  Tahun  Anggaran
2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran
2023;

Mengingat      :    1.    Undang-Undang     Nomor      13     Tahun      1950      tentang
Pembentukan      Daerah-daerah      Kabupaten            Dalan}
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.    Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014      tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah
beberapa   kali   diubah   terakhir  dengan   Undang-Undang
Nomor   11   tahun   2020   tentang   Cipta   Kerja.   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia.   Tahun    2020    Nomor   245,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6573);

3.    Peraturan  Da.erah  Kabupaten  Rembang  Nomor  11  Tahun
2022  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Tahun    Anggaran     2023     (Lembaran     Daerh    Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :   PERATURAN   BUPATI   TENTANG   PENJABARAN   ANGGARAN
PENDAPATAN   DAN   BELANJA   DAERAH   TAHUN   ANGGARAN
2022.



Pasal  1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintahan  Daerah adalah  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  oleh
pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas
otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya
dalam    sistem    dan    prinsip    Negara    Kesatuan    Republik    Indonesia.
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.

3.   Anggaran  Pendapatan   dan   Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

4.   Pendapatan   daerah   adalah   semua   hak   Daerah   yang   diakul   sebagai
penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang
bersangkutan.

5.   Belanja  daerah   adalah   semua  kewajiban   Daerah  yang  diakul   sebagal
pengurang  nilai  kekayaan  bersih  dalan  periode  tahun  anggaran  yang
bersangkutan.

6.   Pembiayaan  adalah  seluruh  transaksi  keuangan  pemerintah  daerah  balk
perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima
kembali.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran  Pendapatan  Daerah  Tahun  Anggaran  2022  direncanakan  sebesar
Rp.1.935.562.?8.1.900,-|Safu Thliun sembilan ratus tiga puluh lima rruliar limcL

i_a_fas e#am put.IAh dIAa  juta empat rcrfus delapan puluh scrfu r{bu rupiah) yangbersumber dari:
a.  Pendapatan asli daerah;
b.  Pendapatan transfer; dan
c.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)    Anggaran pendapatan asli daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a  direncanakan  sebesar  Rp.  377.263.491.000,00  (71.ga  rafus  fujLih
put.uT tujuh prihar dua rafus  enan puluh tiga juta empat Fatus sembilan
ptt!tth safu ribLt "pi.czh/ yang terdiri atas:
a.  Pa.jak daerah;
b.  Retribusi daerah;
c.  Hasil pengelolann keka.yaan daerah yang di pisahkan; dan
d.  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2)    Pajak    daerah     sebagaimana     dimaksud     pada    ayat     (1)     huruf    a
Pp.  1?5. ±2€.585.0.00 ,0.0. (Seratus. Ii.in.p puluh lima mwiT serrdins duo puluhempat juta I;ina rcrfus delapan puluh tina rupicdr).



(3)    Retribusi    daerch    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   b

#;a?.?=5n2.4:5P.0:9LPP:P3:!#apulwhtigandliaririma;atis-aua-±uiifi`e-#pau±jutc. tima rafus ribu rupicth).

(4)    Hasil   pengelolaan   kekayaan   daerah   yang   di   pisahkan   sebagaimana
dimaksud pada ayat  (1)  huruf c  Rp.  20.212.500.000,00  /Dtta puJttfr mi.!i.czr
duarcrfusduc.belasjutal;inarafu;r{:burapich).

(5)    Lain-lain pendapatan asti daerah yang  sah  sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  humf  d  Rp.   168.401.906.000,00  /Semafus  enam pttfuh  deJclpan
rmmare"patrcrfussafujutasembtlanrafusehanri:buruiniri.

Pasal 5

(1)    Anggaran  pajak  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)
huruf a    Rp.   155.124.585.000/Serofus  Jinc2 pttJufr  Zi.mc}  mi.Ji.cir serc{ts  cztta

F:!!±r empat juta lima rafus delapan pulwh-tina ribu ruiiih) i;i;ir;i:F=::i{ifatas:
a.  Pajak Hotel;
b.  Pajak Restoran;
c.  Pajak Hiburan;
d.  Pajak Reklane;
e.   Pajak Penerangan iJalan;
f.   Pajak parkir;
9.   Pajak Air Tanah;
h.  Pajak Sarang Burung Walet
i.   Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
j.   Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
k.  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(2)    Pajak     Hotel     sebagainana     dimaksud     pa.da     a.yat     (1)     huruf     a

5:5:_._2_._8L8.7_.5_P_O..._0,P`0,-  (Dua  miliar  delapan  rci;fas  delaSan pininh  iriL-i jut~c.I:ina rci,tws rupiah).

(3)    Pajak    Restoran    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    b
E`p.4.62o.ooo.ooo,-(Empatmidarerianratusduapuluhjuta`whpiiiir.

(4)    Pajak    Hiburan    sebagainana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    c
E=`PL.. .5_4.7_:9SF.000 ,-  (Itma rafus empat puhah. tirjuh jutc;clataidh i;I-:ir~Itm;a
ribu rupiah).

(5)    Pajak    Reklane    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    d
Rp.2.200.000.000,-(ELarritiarduc.ratusjuta-rupiafl|.

(6)    Pajak  Penerangan  iJalan  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  e
Rp. 40.000.000.000 ,- (Bmpat puluh mhiar rupiah).

(7)    Pajak     Parkir     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf    f
Rp. 550.000.000 ,- (I,ima rcrfus tina puhah juta-iapiah.).

(8)    Pajak  Air  Tanah   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (1)   hurut  g  Rp.
1.LOO.000.000,- (Safe mi:liar serafus juta rapiah).



(9)    Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf h
F\p. 20.000.000 ,- (Dua puluh.juta rupiah).

(10) Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  sebagaimana  dimaksud  pada.
ayat (1) huruf i Rp. 44.000.000.000,-/Empatpttztth errij?a€ m{Zjar "piah/.

(11)  Pajak    Bumi     dan    Bangunari     Perdesaan     dan     Perkotaan     (PBBP2)
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf j  Rp.  24.200.000.000,-/Dwa
pwhLh empat rrdiar duo rafus juta rupicth).

(12) Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) huruf k Rp. 35.000.000.000,-/n.ga ptt!tth Zi.rna m27t.ar "pz.ah/.

Pasal 6

Anggaran pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)  hurut a
Rp.. 2.887..5.C!0.000 ,00 . !Pua wi±ia.r 4elapan rci.fas delapan pwhjh-twjir juta tina
rafus "pjcih/ yang terdiri atas Pajak Hotel.

Pasal 7

(1)    Anggaran Pajak Restoran  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5  ayat  (1)
huruf  b    Rp.  4.620.000.000,-  /Empat  mt.Zfczr  enam  rcifus  dtJa pttzuh givfa
"p!.ah yang terdiri atas:
a.  Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; dan
b.  Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.

(2)    Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tlpruf a .., Fp. 577 .500.000,00  (Lina rafus tujuh puluh tujuh fi;±a lima rains
ri;ha Tapicth).

(3)    Pa.jak  Jasa  Boga/Katering  dan  Sejenisnya  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) huruf b ; Rp. 4.042.500.000,00 /Empat mu.!jar emj?atpuzzth czuaju€a
tina rafus ribu rupidh).

Pasal 8

(1)    Anggaran  Paja.k  Hiburan  sebagaimana.  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)
har:.i f:.   Rp:. 547.0.85.000,00  (I,ima ratus empat puhah tujuh f roa delap`ah
puhah ji.rna n.btt "p{ah/ yang terdiri atas:
a.  Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana;
b.  Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya; dan
c.  Pajak     Pacuan     Kuda,     Kendaraan     Bermotor,     dan     Perlnainan

Ketangkasan.

(2)    Pajak  Pagelaran  Kesenian/Musik/Tari/  Busana  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1)  huruf a Rp.  8.085.000,-00  /De!apa7t JLt€cz c!e!czpczri pLtfuh Zima
ribu rupiah).

(3)    Pajak   Diskotik,   Karaoke,   Klub   Malam,   dan   Sejenisnya   sebagainana
dimaksud   pada   ayat   (1)   humf  b   Rp.   495.000.000,00   /Empat   rafus
Sembilan puluh lj;rna juta rupiah,).



(4)    Pajak  Pacuan  Kuda,  Kendaraan  Bermotor,  dan  Permainan  Ketangkasan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf c  Rp.  44.000.000,00  /Empcz£
puluh empat juta rupiah).

Pasal 9

(1)    Anggaran  Pajak  Reklame  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)
huruf  d    Rp.  2.200.000.000,00  (Dita  mi.ZI.ar  cztta  rafus juta  "pt.czh/  yang
terdiri atas:
a.  Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
b.  Pajak Reklame Kain; dan
c.   Pajak Reklame Melekat/Stiker.

(2)    Pajak    Reklame    Papan/Billboard/Videotron/     Megatron    sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)  huruf a Rp.  1.430.000.000,00  /Scifu mjzz.ar empat
rcrfus tiga puhah juta ni.piah).

(3)    Pajak   Reklame   Kain   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  b
Rp. 748.000.000,00 (Thrfuh. rates empat puluh delapan juta rupiah).  .

(4)    Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
Rp.22.000.000,00 (mia puluh dua juta rupiah).

Pasal 10
Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)  huruf  e  Rp.  40.000.000.000,00  /Empat pttztth  mt.Zt.ar  nJp!.c!h/    merupakan
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Pasal  1 1

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)  huruf f
Rp.  550.000.000,00   pr,ima  ratus  tt:rna  puhah futo  rupiah)    "er\i:pakein  Pa3al±
Parkir.

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
g Rp.1.loo.000.000,00  /Scifu mt7t.ar serofus givfa rupt.cih/  yang terdiri atas Pajak
Air Tanah.

Pasal 13

Anggaran  Pajak  Sarang  Burug  Walet  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5
ayat  (1)  humf h  Rp.  20.000.000,00  /:Dttcz pttzwh j[t€cz  "p{cz7t)  yang  terdiri  atas
Pajak Sarang Burug Walet.

Pasal  14

(1)    Anggaran    Pajak    Mineral    Bukan    Logarn    dan    Batuan    sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf i  Rp.  44.000.000.000,00  /Empat
puluh empat witiar rupiah) yang terdin at8Ls..
a.  Pajak batu kapur;
b.  Pajak granit/andesit;
c.  Pajak pasir dan kerikil;
d.  Pajak pasir dan kuarsa;
e.  Pajak tanah liat;



f.   Pajak tras; dan
9.  Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

(2)    Pajak   batu   kapur   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   hurut   a
E`p.33.000.000.000,00(Tigapuluhtigarruliariapiah).

(3)    Pajak   granit/andesit   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  b
Rp. 5.500.000.000,00 /Lima miz{ar Zi.rna rotrsjLi€a  "pt.a#).

(4)    Pajak  pasir  dan  kerikil  sebagaimana  dimaksud  pada.  ayat  (1)  huruf  c
f`p. 77 .000.000 ,00 (TLef uh puluh tujuh juta rupiah.).

(5)    Pajak  pasir  dan  kuarsa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d
Rp. 1.573.000.000 ,00 (Safu mdiar lima rafus tufuh puluh tida ju{a rupiah);

(6)    Pajak   tanah   liat   sebagaimana   dimaksud    pada   ayat   (1)    huruf   d
Rp.1.LOO.000.000,00 (Safu miliar seratws  juta rupiah).

(7)    Pa.jak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  lainnya  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  humf  e     Rp.   550.000.000,00  /Lt.mcz  nczfus  !€ma pztztth givfa
"piah).

Pasal  15

Anggaran   Pajak   Bumi   dan   Bangunan   Perdesaan   dan   Perkotaan   (PBBP2)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)  humf j  Rp.  24.200.000.000,00
/DLca pttzuh empczt m{Zt.cir cztta ratrs juta "pi.ah/ yang terdiri atas Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal 16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf k  Rp.  35.000.000.000,00  /n.ga puhah
Z{ma  mi.Zi.ar  "p{czh/  yang  terdiri  atas  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan
Bangunan (BPHTB).

Pasal  17

(1)    Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
humf b   Rp.  33.524.500.000,00  /Ttgcipu!tth tiga m!.Z!.cir Zi.rna rofus czztczpzJztJh
empatjztfa !jma 7ic{tus n.ha "pjah/ yang terdiri atas:
a.  Retribusi Jasa Umum;
b.  Retribusi Jasa Usaha; dan
c.   Retribusi Perizinan Tertentu.

(2)    Retribusi  Jasa  Umum   sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  a
Rp. .1.I)`493.000.000,00   (Sepuluh  rrili.c.r  empat  rcrfus   Sembha:n  tiga  juta
rupialrty.

(3)    Retribusi  Jasa  Usaha  seba.gaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  b
Rp..?O.630.000.000,00   (Dua  puluh  rritiar  erram  rates  tiga  putuh  juta
rupiah,).



(4)    Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) huruf c
Rp.  2.40L.500.000,00  (Dua  Thiitar  empar  rafus  safu juta  lima  ratus  ribu
rupiah).

Pasal  18

(1)    Anggaran  Retribusi Jasa Umum  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  17
ayat  (1)  huruf a   Rp.  10.243.000.000,00  /Septtzuh m{!t.czr c!ua  rcrfus empat
puluh tiga juta rupiah) vane terdiri alas..
a.  Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.  Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
c.  Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Ma.yat;
d.  Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e.   Retribusi Pelayanan Pasar;
f.   Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor;
9.  Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
h.  Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2)    Retribusi   Pelayanan   Kesehatan   sebagaimana  dimaksud   pada.   ayat   (1)
t\u:ru:I a RD. 45.000.000,00 (Empat puluh tina juta rupiah).

(3)    Retribusi  Pelayanan  Persampahan/  Kebersihan  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  huruf b  Rp.  2.050.000.000,00  /DLia  m£Zi.ar  !t.rna ptt!uh jufa
rupicth).

(4)    Retribusi   Pelayanan   Pemakaman   dan   Pengabuan   Mayat   sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp.  loo.000.000,00 /Sencrfusju{a "p{czh/.

(5)    Retribusi  Pelayanan  Parkir  di Tepi Jalan  Umum  sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  huruf  d  Rp.   153.000.000,00  /Serafus  Z{ma pt{!tih  trya jwfa
rupiah).

(6)    Retribusi Pelayanan  Pa.sar  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf e
Rp . 4-.700 .000 .000 ,00 (Empat rhilieT tujth rafus juta rupiah).

(7)    Retribusi  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  sebagalmana  dimaksud  pada
ayat (1) humf f Rp.  1.500.000.000,00 /Sczfu mz.Zi.ar !jmci rotrsjwfa rLtp{czh/.

(8)    Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hLur\if g Rp. 7 50 .000 .000 ,00 (TLefuh rafus tina puluh juta rupiah).

(9)    Retribusi     Pengawasan    dan     Pengendalian     Menara    Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h Rp.1.195.000.000,00  (Satr
mihiar setafus sembilan putuh ti:rna juta rupiah.).

Pasal  19

(1)    Anggaran  Retribusi  Jasa  Usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17
ayat (1)  huruf b   Rp.  20.630.000.000,00  /:Dlta puZLth m{Zt.ar enam rcifus tr.ga
puluhjuta rupiah) yang terdiri eltz+s..
a.  Retribusi Pemakaian Keka.yaan Daerah;
b.  Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c.   Retribusi Tempat Pelelangan;
d.  Retribusi Terminal;
e.  Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f.   Retribusi Rumah potong Hewan;



9.  Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
h.  Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerali.

(2)    Retribusi Pemakaian Keka.ya.an Daerah sebagaimana dimaksud pada a.yat
(1)  huruf a  Rp.  2.480.000.000,00  /DLta  m£!t.ar erripcz€  rclfus  c!e!apan puztth
juta rupiah).

(3)    Retribusi  Pasar Grosir dan/atau Pertokoan  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b Rp. 800.000.000,00 /De!apczn rafusju€a "p{.cih/.

(4)    Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
Rp. .1_5.460.000.000,00  (Lima  belas  wiliar  empat  rafus  encm  puhah juta
rupiah,).

(5)    Retribusi   Terminal    sebagaimana   dimaksud   pada   a.yat   (1)    huruf   d
Rp. 200.000.000,00 (Dua Tatus juta rapiah).

(6)    Retribusi  Tempat  Khusus  Parkir  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf e Rp. 400. 000.000,00/Empczt roars givfa "p].ah/.

(7)    Retribusi  Rumah  Potong  Hewan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf f Rp.  loo.000.000,00 /Serofusgivta rzJpiczh/.

(8)    Retribusi  Tempat  Rekreasi  dan  Olahraga  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat   (1)   huruf  g   Rp.   I.040.000.000,00   /Sczfu   mt.Z!.ar  empat  pztzuh  jLtfa
rupiah).

(9)    Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) nuruf h Rp.  150.000.000,00 /Serafus Zt.mci pttzuhgivfagivtcz "picz7i/.

Pasal 20

(1)    Anggaran   Retribusi   Perizinan  Tertentu   sebagaimana  dimaksud   dalam
Pasal  17  aya.t  (1)  huruf c    Rp.  2.401.500.000,00  /Dita  mizi.ar empar rcifus
sczfu juta Zjma rafus rfbu nJpz.cih/ yang terdiri atas:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi lzin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.

(2)    Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a Rp. 2.400.000.000,00/Duct mt.Zi.ar empat rofusjufcz ntp{ah/.

(3)    Retribusi  lzin  Trayek  untuk  menyediakan  pelayanan  angkutan  umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huluf b Rp.  1.500.000,00/Safu jL¢€a
lira rafus ribu rupiah).

Pasal 2 1

Anggaran  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf c    Rp.20.212.500.000,00  /:Zhaa pttfuh
mi.Zt.ar chaa rafus dra bezas jttta Zt.rna rates ribu "p{cih/ yang terdiri atas Bagian
Laba  yang  Dibagikan  kepada  Pemerintah  Daerah  (Dividen)  ata.s  Penyertaan
Modal pada BUMD.



Pasal 22

(1)   Anggaran   Bagian   Laba   yang   Dibagikan   kepada   Pemerintah   Daerah
(Dividen)   atas  Penyertaan  Modal  pada  BUMD   sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  21    Rp.  20.212.500.000,00  rna ptt!tth mi.I..cir c!tta  rc.fas  czttci
belc±s ju.ta lima ratus ribu rupiah) ya]ng terdiri at=s..
a.  Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ; dan
b.  Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).

/2/   Bagian  Laba  yang  Dibagikan  kepada  Pemerintah  Daerah  (Dividen)  atas
Penyertaan    Modal    pada   BUMD    (Lembaga    Keuangan)    sebagainana
dimaksud  pada ayat  (1)  huruf a Rp.  13.962.500.000,00  /noci bezas  m{!t.czr
Sernhilan rcrfus era:in puluh dua juta lino rafus ri:be rupicdr).

(3)    Bagian  Laba  yang  Dibagikan  kepada  Pemerintah  Daerah  (Dividen)  atas
Penyertaan Modal pada BUMD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  huruf b  Rp.  6.250.000.000,00  /Enczm  m2.Ziar c{tta  rczfus  Z!.rna p"hah
futa rupiah).

Pasal 23

(1)   Anggaran   Lain-lain   Pendapatan   Asli   Daerah   yang   Sah   sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  4   a.yat  (1)   huruf  d        Rp.   168.401.906.000,00
(Serafus. enam. p.uluh delapan Tril±ar empat ratus stafu juta sembtlan rdtus
eriam n.bu "pt.ah/  yang terdiri atas:

a.    Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisalikan;
b.    JasaGiro;
c.     Pendapatan Bunga;
d.    Penda.patan denda retribusi daerah ; dan
e.     Pendapatan Ba.dan La.yanan umum Daerah (BLUD).

/2/   Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  Rp.  80.000.000,00  /Dehapan pwzuh jLt€cz
rapidh).

/3/  Jasa     Giro     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf     b
F`p.3.565.000.000,00(Tigarrihartinarchrsenanpujhahttmc;jutarupidh).

/4/   (4)  Pendapatan  Bunga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  c
Rp. 5 .700 .000 .000 ,00 (Lina rrdiar tujuh rafus juta iupich).

/5/   Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d Rp. 82.000.000,00 /De!czpan puzzJfr cztJaju{a rztp{ah/.

(6)    Pendapatan    Badan    Layanan    Umum    Daerah    (BLUD)    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  e  Rp.   158.974.906.000,00  /Serafus  Zi.rna
pulirh d.flapan.rr+itiar Sembtlan rorfus twjwh pulwh empat juta semhilan rafus
erram ri;bu rupiah).



Pasal 24

Anggaran   Hasil   Penjualan   Barang   Milik   Daerah   yang   Tidak   Dipisahkan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  ayat  (1)  huruf a    Rp.  80.000.000,00
(De!cipczn prztthjuca rLtpiah/  yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lainnya.

Pasal 25

Anggaran Jasa Giro  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 23  ayat  (1)  huruf b
Rp. 3.565.000.000,00 (Tiga mittar lima ratus enam  puluh lima juta rapiah) yang
terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 26

Pendapatan  Bunga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  ayat  (1)  huruf c
seteLah per`i.bahan   sebesar Rp. 5.loo.000.000,00  (Lima mitiar tujuh ratus juta
ntpjah/ yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah
Daerah.

Pasal 27

(1) Pendapatan  Denda  atas  Retribusi  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 23 a.yat (1) huruf d  Rp. 82.000.000,00 /De!apcin pzt!tth czwajztfa "pi.czh/
yang terdiri atas:
a.  Pendapatan denda retribusi jasa umum; dan
b.  Pendapatan denda retribusi jasa usaha.

(2) Pendapatan Denda Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam ayat
{1) t\u:ru:I a, Rp. 60.000.000,00 (Bnam puluhjuta rupiah).

(3) Pendapatan denda retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a, Rp. 22.000.000,00 /Ducipufuh c!ttc{givtcl "pt.ah/.

Pasal 28

Pendapatan  Badan  Layana.n  Umum  Daerah  (BLUD)  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  23  ayat  (1)  huruf e  Rp.  158.974.906.000,00  /Serofus  !{ma pt/!uh
deidpan rrulier Sembilan rafus tujuh puluh empat juta semhilan rcLfus encm ri:bu
nJpidh/ yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 29

(I)   Anggaran  pendapatan  transfer  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3
huruf b   Rp.1.555.198.990.000,00  /Scifu  fn.Zt.uri !£ma rafus  Zt.rna pttztth !!ma
"itiar serafus sembtlan puluh delapan juta Sembtlan ratws sembilan puluh
ribzt "pfczh/ yang terdiri atas:
a.  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b.  Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2)    Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  huruf a  Rp.   1.419.064.752.000,00  /Safu  tn.!z.ttn  empat  rQfus  Semb{!an
belas wilier ei.cm puluh empat juta tujuh. rci.fas 1.ina puhah dua ribu rupiah).

(3)    Pendapatan Transfer Antar Daerah  sebagaimana dimaksud pada a.yat (1)
huruf b  Rp.   136.134.238.000,00  /Serafus  €i.gcz puztth  enam  miljclr serafus
tiga puhah empat juta dua rci.fas tiga puhah delapar. ribu iapiah).



Pasal 30

(1)    Pendapatan  Transfer  Pemerintah  fusat  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  29  ayat  (1)  huruf  a  Rp.   1.419.064.752.000,00  /Safe  tn.ii.ttn  empa€
r,a.f ±~S:S=.in_Pt_1=_r_ `b_=|pe_ Tnilt.T. eTam pwhih empat jen twih t.afus t{i;a-itiiiriL
czztcz n.bu "p].ah/ yang terdiri atas:
a.  Dana Perimbangan;
b.  Dana Insentif Daerah;
c.   Dana Desa.

(2)    Dana   Perimbangan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a
Rp.1.178.296.999.000,00  /Sc{fu  C7iz{ttn  senafus  fujtih pttfuh de!apan  mi.!i.ar
d^u^a~L:,a_±s:,_S:I.P_t=13.n`  pulwh  ertam  juta  sembtlah  rafu:---Si*tiifr .riiirh
semhilan ribu rupiah).

(3)    Dana  lnsentif  Daerah     sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huul  b
untuk   tahun   anggaran   2023   Pemerintah   Kabupaten   Rembang   tidak
mendapatkan alokasi dimaksud.

(4)    Dana     Desa     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf     c
Rp..  ?4.0..7?I..7.53:000,OP(Puc.  rafus  empat  igivuh  rriliar  tuinh  ratri-s --=na;
puluhtujuh,jutaduapuhahenamri:bundpiari).

Pasal 3 1

Dana   Perimbaingan    sebagaimana    dimaksud    dalan    Pasal    30    ayat    (1)
huruf a    Rp.   I.178.296.999.000,00  /Safe  tri!ittn  serafus  fujttfo ptJztth  cze!apan
r:::_l}f:.:„Pua..rafus . S.er`btlan  pi±|u.h  enctm  juta  semhilan  rains  §embtlan-i=:iirh
semb{Zan n.ha "p..ah/ yang terdiri atas:
a.  Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
b.  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umuni (DAU);
c.  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
d.  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi lthusus Non Fisik.

(1)    Dana  Transfer  Umum-Dana  Bagi  Hasil   (DBH)   sebagaimana  dimaksud
pada  ayat   (I)   huruf  a  Rp.   63.966.611.000,00   /Enam  pt/!Lih  ti.ga  m{.Z{ar
Semhilanrafusenan.putwheramjutaenanrcrfussebelas-ribururih).

(2)    Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umuni (DAU) sebagaimana dimaksud
pada  a.yat  (1)  huruf b  Rp.  743.341.734.000,00  /"jL4h  rclfus  empa€ pufuh
tiga.r¥:|iartigarafusempatpuluhsafujutatujuhrvistigapuhah,€mpd±ribu
rupiah).

(3)    Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus F`isik sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  humf  c  Rp.   137.338.085.000,00  /Serafus  fi.gc{ ptthah  twjtth
mmartigarafustigapulirhdelapanjutadelapanpulwhtinaribi;rupich).

(4)    DaLna  Transfer  Khusus-Dana  Alokasi   Khusus   Non   F`isik   sebagaimana
dimaksud  pada a.yat  (1)  huruf d  Rp.  233.650.569.000,00  /Dtta  rafus  tt.ga
p.ulur...tiga..wihaT. ?r:a:in  rafus  tina  puluh  f roa  I:ira -ratirs  enam  put-uh
Sembtlan r{bu rupiah).



Pasal 32

Dana   Insentif   Daerah      sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  b
untuk    tahun    anggaran    2023    Pemerintah    Kabupaten    Rembang    tidak
mendapatkan alokasi dimaksud.

Pasal 33

Dana   Desa   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   30   ayat   (1)   huruf   c
Rp.  240.767.753.000(Dua  ratus  empat  puluh  Truliar  tujuh.  rchis  erLCL:in puluh.
tufuhjuta dua puluh enam ribu rupiah) yang terdhi alas Dane Desa.

Pasal 34

Pendapatan Transfer Antar  Daerah    sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29
ayat  (1)   huruf  b     Rp.   136.134.238.000,00   /Serafus  £{ga  prztth  enczm  ml.Z{czr
serci:fas tiga puluh err.pat juta dua rafus tiga puluh delapan rupiah) yang terdhi
atas Penda.patan Bagi Hasil.

Pasal 35

(1) Anggaran  Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah    Rp.  3.loo.000.000,00
/Tt.ga ul!{.ar serofus jttfa rwpt.ah/ yang terdiri alas Pendapatan Hibah.

(2)Pendapatan    hibah    sebagaimana    dimaksud    ayat     1     huruf    a    Rp.
1.loo.000.000,00  /Safu  m£Z{ar serczfus jttta  rLtpi.ah/  terdiri  dari  Pendapatan
Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 36

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 Rp. 2.037.558.436.782,00 /:Duct
Thltun tiga puluh tujuh mi:hiar I;ima ratws lima puluh delapan juta empat rcrfus
tiga puhah enaTn ri:bu twjuh ratus delapan puluh dua rupiah,) yang tE:Idiri alas..
a.  Belanja operasi;
b.  Belanja modal;
c.  Belanja. tidak terduga; dan
d.  Belanja transfer.

Pasal 37

(1)    Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a
Rp.  1.340.217.484.283,00  (Sate  trilinn tiga rafus  empat puhah rndliar dua
rafus  tujuh belas juta empat rcrfus  delapan puluh em:pat ribu  dua rafus
delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri alas..
a.  Belanja pega.wai;
b.  Belanja barang dan jasa;
c.   Belanja Bunga;
d.  Belanja hibah; dan
e.  Belanja bantuan sosial.

(2)    Belanja    pegawal    sebagaimana   dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   a;
Eep. 777 .825 .OL3 .387 ,00 (Thajuh rcrfus tujuh puhah tujuh rriliar delapan ratus
duo puluh 11;rna juta tkya belas ribu tkya rchrs delapan puhah tujuh rupiah).



(3)    Belanja  barang  dan jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b;

#:p_._37_3.:?=4.77o.?€4:oo.ngaFafustujuhpiririi;--ser#iitia;J=;ii3r'i#a:#rfsl!r=..pt!|rh ?mpq± jrta tujulh rci;fas tuiuh i>t;iri -iri;~=e~=i;;:i.ri;£ 'e%a"i
puluh empat rupicth).

(4)    Belanja    Bunga    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    humf    c;
E`p. 6.5oo.00o.0o0 ,00 (Enam rrdiicir tina rafus ir±a -ini{aii.

(5)    Belanja    hibah    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    hurut    d;
Rp..   169.967.69.9..932,I )9   (Seratus  enaTrL  puulh  semalirin  *i'lia;-===bil=;
r_a_fu? „erLam. pu!rh tut up jrta  erurm  rafus  Sembtlan puluh  s=wiiriiiir riin
semhilan rcrfus tiga puluh dua rupiah).

(6)    Belanja  bantuan  sosial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d;
E€p.6.67o.ooo.ooo,oo(Enamiwiltare:nanrafusturihpululjiitd-hiiiiiof.

Pasal 38

(1)    Anggaran belanja pegawai seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
huruf  a     Rp.   777.825.013.387,00   /Thjuh  rafus  fugivfr pttfufr  tttjwfr  mi.!{ar
dL:Z=3PT_r__r3a_#\S__Era .PulrF ttTna juta tiga-belas ribu tiga rafus diii;i-ih .riii:iL
fujLth "pt.ah/ yang terdiri atas:
a.  Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
b.  Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
c.  Tanbahan  Penghasilan  berdasarkan  Pertimbangan  Objektif  Lainnya

ASN;
d.  Belanja Gaji dan 'I\mjangan DPRD;
e.   Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
f.   Belanja Penerimaan Lalnnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
9.   Belanja pegawai  BLUD.

(2)    Gaji  dan  tunjangan  ASN  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a
E`p:  .471._578.P39.387 ,OO  (Empat  rafus  tujuh pulwh-safu  Tndin;  tina Tafus

qujrT Pwh!h. qelapan fufa tiga puluh semb-clan -ri:bu tiga rafus delapan puluhtujuh ruptcdr).

(3)    Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana. dimaksud pada ayat (1)
fr.ur`il.b.TXp.72.1.72.?30.00.O,.00..(Thfuhprtuhduarriliarseratistufuirpuiuh
duo juta duo rafus tiga puluh ribu rupiah.).

(4)    Tambahan  Penghasilan  berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  humf  c  Rp.   122.415.682.500,00
(5e.rafus  ctu.a. pquh .Fua. rhiha:I  empat  rafus  li.rna -belas  futo  eram  rdfus
delapan pulwh dua ri.bu I:ina rcrfus ruwicth).

(5)    Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d  Rp.  26.540.636.000,00  /:Dita prfuh  e7iczm  m{Z{czr  Zt.rna  rczfus  empcz€
puluhjuta erram rafus tiga  puluh enam ribu rupicth).

(6)    Belanja  Gaji  dan  Tunjangan  KDH/WKDH  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (I)  huruf e Rp.  1.740.145.500,00  /Sczfu m!!i.ar fujwfr ratris empcit ptt!ttfr
juta sercrfus empat puluh I:ina ri.bu tina rci;fas rupiah).



(7)    Belanja    Penerimaan    Lainnya    Pimpinan    DPRD     serta    KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 852.000.000,00 rDe!apan
rafus lima puluh dua futa).

(8)    Belanja  Pegawai  BLUD     sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  g
Rp.  82.526.280.000,00  /Dezapan pttzuh  dttc{  ml.Ji.ar  J{ma  rafus  dt!a pufuh
enamjutaduarafusdelapanpulinri:burupidrL).

Pasal 39

(1)    Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagainana dimaksud dalam Pasal 38
ayat  (1)  huruf a    Rp.  471.578.039.387,00  /Empat  rafus  fujt/h pull(fr safe

T^ip?^r ]li_r~a_ _r_a±_S,_t¥jrp puluh. qeidpan jute.. t.iga puluh  seribiia.=--inbir -iaErcrfu_s qelapap puluh tufuh rupiah)  yang ierdiri-ata;s..
a.  Gaji pokok ASN;
b.  Belanja Tunjangan Keluarga. ASN;
c.  Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
d.  Belanja Tunjangan F\mgsional ASN;
e.   Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
f.   Belanja Tunjangan Beras ASN;
9.  Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN;
h.  Belanja Pembulatan Gaji ASN;
i.   Belanja Iuran Jarninan Keseha.tan ASN;
j.   Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
k.  Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
1.   Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN; dan
in. Belanja tunjangan khusus.

(2)    Gaji    pokok   ASN    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   a
Rp.  355.239.215.957,00  /I|ga  rafus  Z{.rna ptt!t{fr  !I.rna  m{!!.cir cztta  rafts  ti.ga
PLr!r,P .S3yt_3t!an juta dua rafts tina bela= rite sembi.lan rafus iiin-i- iintatiiL
tujuhrapicth).

(3)    Belanja Tunjangan  Keluarga  ASN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf b Rp.  34.129.952.879,00  /Tt.gci pt/fuh empat m{.liar serczfus cztta pttJtth
s_e_in_bL{.I,a_I_I:+==s=rLbtlanrafuslinaprfuhdrartindelapanrafustuirii:;;;;iin
sernbi;lan rupiah).

(4)    Belanja  Tunjangan  Jabatan  ASN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf c Rp.  5.384.372.800,00  /lima m!.Ziar t..ga rafus c!ezapan j>tt!ufr empa€
juta tiga ratus tujuh, puluh duc. r{:bu deidpan riatus rupiah.).

(5)    Belanja Tunjangan  Fungsional ASN  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hunt d Rp.19.520.830.680,00  /Semb[.tan bezas mi.!{.cir Zfma rafus cfua ptiztth
jutadelapanrafustigapulwhribuenanrafusdelapanpulth:irirc;ir;.

(6)    Belanja Tunjangan  Fungsional Umum ASN  sebagaimana dimaksud pada
ayat   (1)   huruf   e   Rp.   9.697.315.315,00   /Sembi.lan   mjJ{cir   enam   rafus
sem.bi.1?n pulwh tujuh juta tiga rafts l:ima belas ribu tiga rafus I:ina i€ids
rupiah).

(7)    Belanja  Tunjangan   Beras   ASN   sebagajmana   dimaksud   pada   aya.t   (1)
huruf f; Rp.  21.680.369.297,00  /:Dtzcl pttfuJi satr. m{!i.ar enan ratrts c!efapan
p.:l=:I _I::_5_f ipa rafus eram puluh sewibtlan rtha dua rafus Se-wit:1i; -i=l-iriL
tufuh"piah).



(8)    Belanja Thnjangan  Pph/Tunjangan  Khusus  ASN  sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  huruf g;  Rp.   1.752.809.118,00  /Safe  m{.J!.ar fujLth  rciftts  Z[.rna
putuhdrajutadelapanrafussembtlanrwise;afu:iiiii;i;~g:{is~iriiii.

(9)    Belanja   Pembula.tan   Gaji   ASN   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
huruf  h   ;   Rp.   23.100.193,00   /Dtta ptffuft  tigcz jLcfa  sercifus  n.bu  serafus
sembtlan puluh tiga rupiah).

(10)  Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  huruf i  ;  Rp.  20.465.318.954,00  /Zfua pttJt/fr  mi.Zi.c{r e77ipat  rcifus  enc!m
P^u_l=P+tTy:_=~k\ta tiga  rafus  delapan  betas -ribu sembiid;;5iis. ii== ii:ii:i
empat rupiah).

(11)  Belanja  luran  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  ASN  sebagaimana  dimaksud
pada ayat  (1)  huruf j  ;  Rp.  756.595.309,00  qu{ftyfr rczfu§  !i.rna pu!Lih enam
jutalinarafussernbtlanpwhihttmaitbutiga;ch;ssewiil-a;.;;;pidri;.

(12)  Belanja luran Jaminan Kematian ASN  sebagainana dimaksud pada ayat
(.±L|L=,=~£L±.:Lpp:._?_.2.69.769.636,p9(Due.-rdiar_dui--=iriirs--enri*;-;ri=:i
S^==T=T_±f~f tufuh rafus enan puluh SerrLbilan ribu enawi-;ifi:i-Eie-arz=;i~=ri
encm rupiah).

(13)  Belanja   iuran   simpanan   peserta   tabungan   perumahan   rakyat   ASN
sebagalmana dimaksud pada ayat (1)  huruf 1  ; Rp.  658.389.249,00  tEnam
raqus ttun pulu!L .delap?p juta tiga rafus delapavi pwhih sembila; *t-u. -airi
rci;fas empat puluh sembtlan rupicth).

Pasal 40

(1)    Belanja Tanbahan Pengha.silan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38   ayat   (1)   huruf  b   ;   Rp.   72.172.230.000,00   /n{givh  pttJufr  ducz  mi.Ji.ar
s_eLr_a_f ts twjuh puhah duo  juta dua ratus tiga prbeh ri:bu rripiah) yal\g a:;-&±
atas:
a.  Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kelja ASN; dan
b.  Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK.

(2)    Tambahan   Penghasilan   berdasarkan   Beban   Kelja   ASN   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ; Rp.  65.126.750.000,00  tEncim ptlzttfa Jt.rna
rrdiarsercrfusd.uapulwhenanjuta-tujwhrcrfustinapu:lwh`rib;-waf;Ei;;.

(3)    Tambahan   Penghasilan   berdasarkan   Beban   Kerja   PPPK   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)  huruf b; Rp.  7.045.480.000,00  /Tttgivfr m{.!..cir empcit
puluhtinajutaerrxpatrafusdelapahpwhi.hri:burupidh).

Pasal 4 1

(1)    Tambahan Penghasilan berdasarkan  Pertimbangan  Objektif Lainnya ASN
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38  ayat  (1)  huruf  c  direncanakan

s=_be_s=_.Pp.._1j22.415.68?.509,90(Seraqus_drfapinhdraTndaremi-ii-r-iri-slLi^m.==3e:=_s_ftta enam ratu,s dezapan puluh dud ribu lima rafus infiir).;::i:g
terdiri atas:
a.  Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerch;
b.  Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
c.   Belanja Tunjangan Profesi Cfuru (TPG) PNSD;
d.  Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD;
e.   Belanja Honorarium; dan



f.   Belanja Jasa pengelolaan BMD.

(2)    Belanja  lnsentif bagi  ASN  atas  Pemungutan  Pajak  Daerah  sebagainana
dimaksud  pada  ayat  (I)  huruf a  ;  Rp.  3.222.125.000,00  /Tt.ga  m{.!I.cir c!ua
rafusdrapulwhdrajutaserafusdua-pulwhl+:mwibun;irarf.

(3)    Belanja bagi ASN atas lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b  ;  Rp.   1.287.955.500,00  /Sczfu  in..!I.ar czttcz
r_a_±S_±_el3pTprlwhtujuhjutasemedanratussenb{lar;iindiii;ii;i:-iiii=a
rafus "picth).

(4)    Belanja Thnjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  huruf  c  ;  Rp.   103.591.102.000,00  /Serafus  ti.gci  mi.Z..ar  !i.rna  rafus
sembilanputuhsa,fujutasercrfusduartbin"irch).

(5)    Belanja   Tambahan   Penghasilan    (TAMSIL)    Gum   PNSD    sebagaimana
dimaksud   pada  ayat   (I)   huruf  d   ;   Rp.   3.871.500.000,00   /n.ga  mi.C..ar
delapanrcrfustufuhpulwhscrfujutalina;afusri:burapiah).

(6)    Belanja  Honorarium  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  e   ;

3p_._9_.+6_4_4:£~0_9;_PP_P:PP_.(SembilanTwharenanratirsempa±iriiiih-=ii;€initaempat rchis ribu rupiah).

/7/    Belanja  Jasa  Pengelolaan  BMD     sebagaimana  dimaksud  pada  a.yat  (1)
I:=T=± :~i.FP:.L]9_3:_S9,P`.000.00  (Thfuh r-afus  sembiian riwi -ia:aia=-i:;a
enam rafus ribu rapiah).

Pasal 42

(1)    Belanja Gaji dan funjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat  (1)  huruf d  sebesar  Rp.  26.540.636.000,00  PLia ptt!L.h  enam  mi.Ji.ar
I:I:~==r#.S _:rxpat puhah juta enam rci.fas tiga  iuwi eriais-riii; ii:iii;;ihi ';==€
terdiri atas:
a.  Belanja Uang Representasi DPRD;
b.  Belanja 'I\mjangan Keluarga DPRD;
c.   Belanja Tunjangan Beras DPRD;
d.  Belanja Uang Paket DPRD;
e.  Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
f.   Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
9.  Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
h.  Belanja Tunjangan Komunikasi lntensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
i.   Belanja Tunjangan Reses DPRD;
j.   Belanja Pembebanan Pph kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
k.  Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
I.   Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
in. Belanja `Uang Jasa Pengabdian DPRD.

(2)    Belanja
huruf  a
Tapiah).

Uang  Repre8entasi  DPRD  sebagaimana  dimaksud  pada  a.yat  (1)
•,  Rp.   1.004.010.0o0,00   (Safu  iTriliar  ernpat  juta-sepulifh  ribin

(3)    Belanja Tunjangan  Keluarga  DPRD  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)
I_::=1::3:~3P_:Llf!_1::_3_.3__.,f`00.00(Serchrssdfujutatrfuhrcth;=ii[=:-pri:;ifrt€±
ri:bu empat rcrfus rupiah.).



(4)    Belanja  Tunjangan  Beras  DPRD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
h:uruf c ., Rp.137.887.680,00  (Serafus tiga puluh tufuh juta delapan rafus
delapan puluh, tujuh ribu enam ratLi.s deidpan puluh rupiah).

(5)    Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ;
Rp. LOO.401.000 ,00 (seratus juta empat rafus scrfu ribu rapicth).

(6)    Belanja Tunjangan Jabatan  DPRD  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)
ti:uruf e., Rp. 1.455.814.500,00 (Satu mtliar empat rafus lima putuh lina juta
delapan ratus empat belas ri.bu tina rafus rupia:h).

(7)    Belanja. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD  sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) huruf f ;  Rp.  155.173.200,00  /Serafus Zima I)uzuh !jmajttta sercifus
tujuh puhah tiga ribu dra rafus rupiah).

(8)    Belanja   Tunjangan    Alat    Kelengkapan    Lainnya    DPRD    sebagaimana
dimaksud  pa.da ayat  (1)  huruf g  ;  Rp.  23.295.000,00  /:"tcl puztth tt.ga givta
dua rafus sembilan puluh lino ribu rupiah).

(9)    Belanja  Tunjangan  Komunikasi  lntensif  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  h  ;  Rp.  6.615.000.000,00
(Enam Thiltar ertam rafus li,rna bel,as juta rupiah).

(10)  Belanja  Tunjangan  Reses  DPRD  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)
hu:r\I{ i  .,  Rp.  1.417.500.000,00  (Satu  miliar empat  rates  twjuh belas juta
lira rci;fas ribu rupiah).

(11) Belanja    Pembebanan    Pph    kepada    Pimpinan    dan    Anggota    DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf j  ;  Rp.  393.943,00  /tiga rafus
Sem:btlarL puluh tiga ribu Semhilen rci:fas empat puluh tiga rupiah).

(12)  Belanja    'I\mjangan     Kesejahteraan     Pimpinan     dan    Anggota.    DPRD
sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  k  ;  Rp.   8.792.816.712,00
(Delapan witiar twjuh rafus  sembilan putuh dua jutcL delapan rcLfus  enam
belas ribu tujuh Tutus dua belas mpidh).

(13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD  sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tluni£ \ ., Rp. 6.715.BOO.000,00  perm:in rriliar turf uh rafus lino belas juta
delapan rcrfurs ribu rupiah).

(14) Belanja Uang Jasa Pengabdian  DPRD  sebagaimana dimaksud  pada ayat
(L| tium:I in ., RD. 20.790.000,00 (Dua puhahfuta turfuh rafus sembilan puluh
ribu rupiah).

Pasal 43

(1)    Belanja  Gaji  dan  Tunjangan  KDH/WKDH  sebagaimana  dimaksud  dalaln
Pasal 38 ayat (1) hunrf e   1.740.145.500,00  /Safu milt.ar fuj{th rafus empat
puluh juta  seratws  empat puluh lina  ribu  lima rcrfus  rupiah) yang terdiri
atas:
a.  Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
b.  Belanja `nmjangan Keluarga KDH/WKDH;
c.  Belanja Tunjangan Ja.batan KDH/WKDH;
d.  Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
e.   Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
f.   Belanja pembulatan Gaji KDH/WKDH;



9.   Belanja luran Jarninan Kesehatan KDH/WKDH;
h.  Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Ken.a KDH/WKDH;
i.   Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH ;
j.   Belanja. Insentif bagi KDH/WKDH a.tas Pemungutan Pajak Da.erah; dan
k.  Belanja Insentif bagi KDH/WKDH  atas  Pemungutan  Retribusi Daerah

bagi KDH/WKDH.

(2)    Belanja  Gaji  Pokok  KDH/WKDH  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
±:::_r\r:eyFp.F6.327..7.0.0,00(Linapulwh-enanjutatigarafus.duapriiri;j|}iartbu tujuh. ratws Tapiah).

(3)    Belanja  Tunjangan  Keluarga  KDH/WKDH  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) humf b ; Rp. 7.081.260,00  /Ill+jtthjL.ta c!e!apan pu!tth safu n.btt c{tta
ratus encLm puluh rupiah).

(4)    Belanja  Tunjangan  Jabatan  KDH/WKDH  sebagalmana  dimaksud  pada
ayat (1) buruf c ;  100.000.000,00 /SerafusjLica up{.ah/.

(5)    Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH  sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d ; Rp. 6.274.080,00 /Enczmjuta drci rafts fujzthpttzzth empcit n.ha
delapan puhah rupiah).

(6)    Belanja  Tunjangan   Pph/Tunjangan   Khusus   KDH/WKDH   sebagainana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf e  ;  Rp.   1.339.000,00  /Safu jLifa  t{.ga  rofus
tiga puluh sembilem. ri:be rupiah).

(7)    Belanja Pembulatan  Gaji KDH/WKDH  sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f ; Rp. 5.120,00 /Limci ribu serafus c!ttciptthah ribu 7ttpiczh/.

(8)    Belanja  Iuran  Jaminan  Kesehatan  KDH/WKDH  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  huruf g  ;  Rp.  5.950.540,00  /Lt.mcz juta  sembi.fan  rafus  Zz.mci
pulwh ri:bu tina rcrfus empat puluh "piah).

(9)    Belanja   Iuran   Jaminan   Kecelakaan   Kerja   KDH/WKDH   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  h   ;   Rp.   124.300,00   /Sera£Lis  cZucz  pttfufr
empat ribu tiga ratus rupich).

(10)  Belanja  luran  jaminan   kematian  KDH/WKDH   sebagalmana  dimaksud
pada ayat  (1)  huruf i  ;  Rp.  374.000,00  /]ljgra rafus trgivh pttfuh empa€ ribzt
rupicth).

(11)  Belanja   lnsentif   bagi   KDH/WKDH   atas   Pemungutan   Pajak   Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufj  ; Rp.1.199.400.000,00 /Sczfu
rhitiarserafussembilanputwhsembilanjutaempdtratwsriburupiah.

/J2/ Belanja lnsentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi
KDH/WKDH     sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    hurut    k    ;
R.P. ?e.3.26.3 .59.0,00 (Tlga raqu_s enci.in pulwh tiga juta dua rafus enan putuh
sembtlan ribu l:ina rafus rupicth).

Pasal 44

(1)    Belanja    Penerimaan    Lainnya    Pimpinarl    DPRD     serta    KDH/WKDH
sebagaimana     dimaksud     dalam     Pasal     38     ayat     (1)      huruf     f
Rp.   852.000.000,00   /De!clpan  rafus  Zi.mcz  pttJUJi  cfua  mi.i..ar/,  yang  terdiri
atas:



a.  Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
b.  Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

(2)    Belanja Dana Operasional  Pimpinan  DPRD  sebagaimana dimaksud  pada
a.yat  (1)  huruf a  ;  Rp.  Rp.  252.000.000,00  tina  rtzfus  !{ma ptt!tth c!ttcljttta
rupiah).

(3)    Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ; Rp. 600.000.000,00 Enam ratrsjLifa "pfcih/.

Pasal 45

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) hurul g
Rp.  82.526.280.000,00  /De!apcin pttfufr  c!ttci  mi.!t.czr  Zima  rattts  c!ttci pL.Zttfr  enan

€Tt?`.dua rafus  delapan puluh ribu  rupiah) yang terdhi  alas iei==i=--ireg±;a;=iBLUD.

Pasal 46

(1)    Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) huruf b   Rp.  379.254.770.964,00 in.ga ratrs fujuhpttzufr Semb{Zan
Thi!iar dua rafus. lima puluh, erlipat fu±a tujuh riafus tujwh-put;h ribu seriir{i=;
rczfus enam  pufuh empct "pt.czfty yang terdiri atas:
a.  Belanja Barang;
b.  Belanja Jasa;
c.   Belanja pemeliharaan;
d.  Belanja Perjalanan Dinas; dan
e.  Belanja  Uang  dan/atau  Jasa  untuk  Diberikan  kepada  Pihak  Ketiga/

Pihak Lain/ Masyarakat;
f.   Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2)    Belanja    Barang    sebagalmana    dimaksud    pada    a.yat    (1)    huruf    a;
Pp.__.6.5.501..997.69?,.PO   (Era.in  pu|ufe. tina  triliar  lirwia  rcinis  safe    jutdsem.bi.1?n rarfus semhilan puluh tujuh ribu erLam rcrfus sembitan puluh eripat
rupiah).

(3)    Belanja    Jasa    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat     (1)     huruf    b;
Rp.  181.015.528.402,00  /Serafus czezapczri pu!uJi safe  mi.ZI.ar Ji.rna bezas givfa
1;ina ratus dua puluh delapan r{bu emirat rdfus dua mpich).

(4)    Belanja  Pemeliharaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c  ;
F{p:8.7.77.39.5.468,09(DelapanTrdia_rquj¥Prcrfus-tujuhpviwh:ctinhjutatigd
rafus tt:rra ribu empat ratus encm puluh delapan raf)iarf.

(5)    Belanja  Perjalanan  Dina.s  sebagaimana. dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf d;
FPL.  48.028.e50.POD,00. (Pmpat  pu}u_h  delapan  miliar  dud  puiulh  delapari
juta erram rafus lima puluh ri:bu rupiah).

(6)    Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak
Lain/Masyarakat    sebagaimana    dimaksud    pada    a.yat    (1)    huruf   e;
Rp:  3.,?09.8?2:090,00.. (T\ga. rTi.tlar  delapan  ratus  seThoilavi juta  deidpari
rcrfus tiga puluh dua ribu rupiah).



(7)    Belanja Barang & Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut
fi.P~P:_73:1.?_1_:±5T:400,OP.(quj¥PpFluhdrawiiriir;-s-e-rariI=-riu'r±tiit#=Launtu
jutaempatrafuslimaprlwhtujuh-ribuempatrci:fusrup;dr).

Pasal 47

(1)    Belanja Barang sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 46  ayat  (1)  humf a
=p=.€5:59?.?97.69.4.(B.n?TTp#lwhlinawitiarlinarerfussait--rii::Si:b-rili;n
r=^±= +s_e_I:.b_:1=r:_?rluh tujuh ri:bu enam Tafus sembi,lan pulwh :mpai -iri;iiriiri,yang terdiri atas:
a.  Belanja Barang Pakai Habis; dan
b.  Belanja Barang Tak Habis Pakai.

(2)    Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
R.P_:.S_3..I_P9.._3L14 .519 ,00  (Pnan puluh,. ttTa m±_licLr empa± ratu= deiabiri--ritiriL
SeTrtyl?n juta  enaTn  ratus  em;pat  bel.as  rtbu  lima  rci.fas  Semti{lar:iii:;i
rupialL).

(3)    Belanja  Barang  Tak  Habis  Pakai  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf b;  Rp.   12.383.175,00  (Dlta  be!cls jwtci  tt.ga  rafus  c!e!apczn j3zt!tth  €t.ga
ribu serafus tujwh puluh lj;rna rupiah).

Pasal 48

(1)    Belanja  Jasa  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  46  ayat  (1)  huruf  b
Rp.  181.015.528.402,00  /Serafus c!e!apar[ ptt!ttfr scifu  m{Zi.ar Zi.rna be!as jufo
lira
atas:

rafus dua puluh delapan ribu empat rahas dua rupiarl), yal\g tefdhi

a.   Belanja LJasa Kantor;
b.  Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
c.  Belanja sewa Tanah;
d.  Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
e.   Belanja Sewa  Gedung dan Bangunan;
f.   Belanja. Sewa Aset Tetap Lainnya;
9.  Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
h.  Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
i.   Belanja. Beasiswa pendidikan PNS;
j.   Belanja    Kursus/    Pelatihan,    Sosialisasi,    Bimbingan   Teknis    serta

Pendidikan dan Pelatihan; dan
k.  Belanja Jasa Insentif bagi  Pegawai  Non ASN  atas  Pemungutan  Pajak

Daerah.

(2)    Belanja  Jasa   Kantor   sebagaimana   dimaksud   pada   a.yat   (1)   huruf  a;
F\p:  .L5P.8?3.80.0:176,00   (Serqfus  tina  putuh  rndiar  delapirn' rafus  cid
puluhtigajutadelapanrafusrtbuserafus-tujuhpuhaherLam-"pich).

(3)    Belanja  Iuran  Jaminan  Asuransi  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf  b;   Rp.    18.918.868.676,00   /Dezapcm   bezas   mzzz.ar  sembl.Zan   rafus

qe!apan.b=las juta  d.el_apan rafus  enan puluh delapan  ribu  enan  ratestujuh. puluh encrm rupiah).

(4)    Belanja   Sewa  Tanah   sebagaimana   dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  c;
Rp. 67 .000 .000 ,00 (Enam puluh twjuh.juta rupiah).



(5)    Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d;  Rp.  1.703.542.400,00  /Scifu mi.Z{ar fujuh rafus trycz  jttfa j{ma rafus
empat puhah dua ribu empat rates rupiah).

(6)    Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada a.yat (1)
huruf  e;   Rp.   798.955.000,00   /Tl<jLth  rafus  sembj!a7i  puztt7i  de!cipciri jwfa
semhilan rafus ttma puluh tima ribu rupicth).

(7)    Belanja  Sewa  Aset  Tetap  Lainnya.  sebagaimana  dimaksud  pa.da  ayat  (1)
ha.p±f I., ¥p. f41.7I5.000 ,00 (Empat Tafus empat puhah safe ir±a tuju-h rafus
tujuh puluh tina ribu rapiah).

(8)    Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g;  Rp.  891.500.000,00  /Dezapan rofus Semb{!czn ptthah scifu jw€cz !{ma
rci;fas ribu rupiah).

(9)    Belanja  Jasa  Konsultansi  Non  Konstruksi  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) huruf h;  Rp.  2.890.500.000,00  /Dtta mi.Zt.ar c!e!czpan rclfus Semb].Zan
puluh juta tina rafus ribu rupiah).

(10) Belanja  Beasiswa  Pendidikan  PNS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf i; Rp.  15.000.000,00  /Lt.mcz bezasjttfcz rapi.aJi/.

( 11)  Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan
dan    Pelatihan     sebagalmana    dimaksud    pada    a.yat    (1)     huruf    j;
Rp.   3.404.692.500,00   /7t.gcz  mjz{ar  empat  rc{trs  empczt  jLtfa  enam   rczfus
sembtlan puluh duo  ribu .ratus ri.bu rupiah).

(12)  Belanja  Jasa  Insentif  bagi  Pegawal  Non  ASN  atas   Pemungutan  Pajak
Daerah     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf    k;     Rp.
I.05P:.894.650_,00   (Safe  rrilidr  lima  puluh  Sembilan  juta  delapan  rains
semhilan puhah errLpat ribu enam rafus I;i.rna puhah ri:lou rupiah).

Pasal 49

(1)    Belanja  Pemeliharaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46  ayat  (1)
qur\ir .a  Rp. 8.77.7 .305.._468,00 (Delapan miliar tujuh ratws tujuh pulirh tujuh
juta..tiga  rcrfus  tina  ribu  empct  rafus  enam puhah delapan  ndpich) yang
terdiri atas:
a.  Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
b.  Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
c.  Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
d.  Belanja Pemeliharaan Asset Tetap Lainnya.

(2)    Belanja Pemeliharaan  Peralatan  dan  Mesin  sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1) huruf a; Rp. 4.633.956.468,00  /Empc{t m€Zfar ericim ricitrs tt.ga puhah
ti.gq juta  serpptlan  rcLfus  I:ina puhah  erLctm  ri:bu  empat  rafus  enirm -putuh
delapan rupicth).

(3)    Belanja  Pemeliharaan   Gedung  dan   Bangunan   sebagaimana.  dimaksud
pada  ayat  (1)  huruf b;  Rp.  3.073.304.000,00  /Tt.ga  m{Z{cir fujLth ptt!uh tr.gcz
juta tiga rafus empat ribu rupiah).



(4)    Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  huruf  c;  Rp.   1.020.045.000,00  /Safu  mzz{cir c!ucz pufuh jutci
empat  pwhih. lima ribu rupiah).

(5)    Belanja Pemeliharaan  Asset Tetap  Lainnya  seba.gaimana  dimaksud  pada
ayat (1) huruf d; Rp. 50.000.000,00 /Lima ptt!tthjtta "p{ah/.

Pasal 50

(1) Belanja Perjalanan  Dinas  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 46  ayat  (1)
tiu:ru:I  a    Rp.  48.028.650.000,00  (Empat  puluh.  delapan  Trilidr  dua puluh
delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri afa:s..
a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
b. Belanja peljalanan dinas luar negeri.

(1) Belanja Perialanan  Dinas Dalam Negeri  sebagaimana dimaksud  pada ayat
(1) h;unil a., Rp. 47.918.650.000,00 (Empat putuh tufuh rwiliar sembilan r.afus
delapan belas juta enam rcrfus tina pubeh r{bu rupiah).

(2) Belanja Perjalanan Dinas luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
t\u:ru:I a., Rp.110.000.000 ,00 (Serafus seputuhjuta rapiah).

Pasal 51

(1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/  Pihak
Lain/  Masyarakat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 46  ayat (1)  huruf e
Rap. 3.809.832.000,00  (Tiga rwiliar delapan Tafus sembtlan juta dezapam rafus
tiga puhah dua ribu rupiah)  yang terdiri alas..
a.Belanja      Uang      yang      Diberikan      kepada      Pihak      Ketiga/Pihak

Lain/Masyarakat;
b.Belanja     Jasa     yang     diberikan     kepada     Pihak     Ketiga/      Pihak

Lain/Masyarakat.

(2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  a;   Rp.   3.806.832.000,00   /Tt.gci  mi.Zicir
delapan ratus enam jutc. delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah.).

(3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat b; Rp. 3.000.000,00 /n`gajztta fuj rupiah/.

Pasal 52

Belanja Barang dan iJasa BLUD  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38  ayat
(1)  huruf g   Rp.  72.121.457.400,00  /Tltjz/h pttfuh dzta miz€ar sercifus cztta pLt!uh
sate juta empat ratus tina puluh tufuh ribu empat ratus rapiah) yang terdiri alas
Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 53

Belanja  Bunga  sebagainana  dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat  (1)   huruf  b
Rp.  6.500.000.000,00  (Enczm  mjzt.ar  !i.rna  rafus jltfa  ntpt.ah/  yang  terdiri  atas
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).



Pasal 54

(1)    Anggaran  Hibah  sebagainana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)  huruf c
Rp.     169.967.699.932,00  (Seratus  enci.in puluh  Sembilan  wiwir -sembilan
Tci.fas _encm puluh  tujuh juta  encm  rafus  Sembtlan  puluh  sembilan  ribu
semb{Zcin rc{fus tiga pttzuh dra "pt.czh/ yang terdiri atas:
a.  Belanja  Hibah  kepada  Badan,  Lembaga,  Organisasi  Kemasyarakatan

yang Berbadan Hukum Indonesia;
b.  Belanja Hibah Dana BOS; dan
c.  Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2)    Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisa.si Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf a;
Rp.  98.659.698.000,00  (Sembilan puluh  delapan  TTriliar  enam  ratws  lira
pulwh sembirdn juta erram rafus sembi:lan puluh delapan ribu rupiah).

(3)    Belanja  Hibah  Dana.  BOS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf c
?ebes~ar Fp..  70.L80.9|O:OOO_,0.O  (TLrfuh puluh Twiliar seratus delapan pubeh
juta Sembilan Tatus tujuh pwhih ribu rupiah).

(4)    Belanja  Hibah  Bantuan  Keuangan  kepa.da  Partai  Politik  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)  huruf d; Rp.  1.127.031.932,00  /Sclfu mt.Z!.clr serafus
dua.p.uluh. tujwh juta tiga puluh scrfu ri:bu sembiler. rafus tiga puiwh dua ribu
rupiah).

Pasal 55

(1)    Anggaran belanja bantuan  sosial sebagainana dimaksud dalam Pasal 37
ayat  (1)  huruf  d     Rp.  6.670.000.000,00   /Enam  mz.Zz.czr  enam  rczfus  fujuh
puluh juta rupiah) yang terdir± alas..
a.  Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
b.  Belanja Bantuan Sosial kepada. Keluarga; dan
c.  Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

(2)    Belanja Bantuan Sosial kepada lndividu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  huruf a;  Rp.  4.460.000.000,00  /Empczt  m{Z!.czr empaf  rcifus  enczm przuh
juta rupiah,).

(3)    Belanja  Bantuan  Sosial  kepada  Keluarga  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  huruf b;  Rp.  1.810.000.000,00  /Safu  ml.Z!.czr czezapczn  rcifus septtztth
f roa rupiafu).

(4)    Belanja   Bantuan   Sosial   kepada   Kelompok   Masyarakat   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf c;  Rp.  400.000.000,00  /Empczt  7iafus jztfa
rupiah).

Pasal 56

(1)    Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b
direncanakan sebesar Rp.  305.646.248.854,00 /Tt.gcz rafus Zfma mt.Z{ar enam
rafus ?.mpat pu.|uh erram juta dra rcrfus empat pubeh delapan ribu delapan
rcifus Z!.mcz pzt!uh empat n{pjah/  yang terdiri atas:
a.  Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
b.  Belan].a Modal Gedung dan Bangunan;
c.  Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
d.  Belanja Modal As`et Tetap Lainnya.



(2)    Belanja Modal Peralatan dan Mesin  sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1)
huruf a;  Rp.  44.843.027.254,00  /Empat ptthah empaf  m{!£czr c!e.Zczpcin  rafus
empat puluh tiga juta dua puluh tujuh Tibu dua ratus lima puluh empat
Tupich;).

(3)    Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b; Rp.  151.163.553.600,00 /Senafus Zfma pLthah sattt mt.Zi.ar sericrfus
encm putuh tiga juta tina ratus lj.incL puhah tiga ri[bu encm rci.fas rupiah).

(4)    Belanja  Modal Jalan,  iJaringah,  dan Irigasi  sebagainana dimaksud  pada
ayat  (1)   huruf  c;   Rp.   109.359.668.000,00   (Serafus  sembffan  m!.Zt.cir  tfga
rafus  tina  puluh  Sembtlan  juta  enam  ratus  ertam  pu.hah  delapan  ribu
rupiah)-

(5)    Belanja  Modal Aset Tetap  Lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
tiu:r\i:I d., Rp. 230.000.000,00 (Duo ratus tiga puhahjuta rupiah).

Pasal 57

(1)    Belapja  Modal  Peralata.n  dan  Mesin  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal
61  ayat  (1)  huruf b;  Rp.  74.388.770.233,00  /Thjwh prztth empat mi.Z{ar tiga
rat}:s_ dplepan _p¥hah delapan ju:to tujwh ratus tuh pulwh ribu dua rafus tiga
pulub tiga rupiah), yang terdhi alas..

a.  Belanja Modal Alat Besar;
b.  Belanja Modal Alat Angkutan;
c.   Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
d.  Belanja Modal Alat Pertanian;
e.   Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
f.   Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
9.  Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
h.  Belanja Modal Alat Laboratorium;
i.   Belanja Modal Komputer;
j.   Belanja Modal Rambu-Rambu;
k.  Belanja. Modal Peralatan Olahraga.; dan
I.   Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD).

(2)    Belanja Modal Alat Besar  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (I)  hurut a;
E`~p.  +91.S24.95f !,00  (per.atus .squ juta  tina  rafus  duo irrfuh-empat  rdri
Sembihan ratus l:ina pu,hah rupiah.).

(3)    Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut
I?.., Rp.  :O.?4P..373..5?0 ,.00 (Sepyluh rrilier dua rates eriat putiuh iham juta
tiga rcrfus twjuh pulwh tiga ribu tina rafus sepulwh rupiairL).

(4)    Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur  sebagainana dimaksud pada
ayat (1) huruf c; Rp.178.500.000,00 /Serafus fujtth puhah dejapcirtjLita Zi.mci
rafus ribu "piah).

(5)    Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d;  Rp.  586.600.000,00  /Lfma  rcztt/s  de!apan pttfuh  erLam jLtto  erram  rcitrs
ribu rupiah).



(6)    Belanja  Modal  Alat  Kantor  dan  Rumah  Tangga  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1)  huruf e;  Rp.  6.243.321.042,00  /E7ic{m mt.J!.ar dttcz rafus empczt
puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sci:fu ribu empat pulwh dua mpicth).

(7)    Belanja   Modal   Alat   Studio,   Komunikasi,   dan   Pemancar   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f;  Rp.  708.650.900,00  /Thgivh rczfus cze!apon
juta enam rcrfuLs itma puluh ribu semhilan rcrfus rupiah).

(8)    Belanja  Modal  Alat  Kedokteran  dan  Kesehatan  sebagalmana  dimaksud
pada ayat  (1)  huruf g;  Rp.  9.451.192.000,00  /Sembl.fan mi.!t.ar empcz€ rczfus
I;ina puluh schi juta serafus semhilan puluh dua ribu rupiah.).

(9)    Belanja  Modal  Alat  Laboratorium  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf h;  Rp.107.485.840,00  /se7iczfus trjzthgiv€ci empaf rcifus cze!c{pcm pttfuh
lima ribu delapan ratus em:pat puluh rupicth).

(10)  Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i; Rp.
8.O.P?.739.P|2,09. (D?lapqn mtli.ar enam putuh empat juta tujuh rafus tfaa
puluh sembtlan ribu dua belas rupiah).

(11)  Belanja   Modal   Rambu-Rambu   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
hurufj; Rp.  5.455.000.000,00  /L!.rna ml.Z{.ar empczf rc{fus !z.rna pzJ!uh Zz.magivta
rapiah).

(12)  Belanja  Modal  Peralatan  Olahraga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf k;  Rp.  99.420.000,00  /Sembfzczn ptthah sembt.Zczri jztfa empcz€ ratrs czttci
pwhih r{ha rupiah,).

(13)  Belanja Modal  Peralatan dan  Mesin  (BLUD)  sebagalmana dimaksud  pada
ayat  (1)  huruf  I;  Rp.  3.600.220.000,00  fl.gcz  ml.Z{ar  encm  rofus jufa  cfua
ratus duc. puluh rtbu rupiah).

Pasal 58

(1)    Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (1) huruf c   Rp.151.163.553.600,00  /sercifus !t.rna pztfuh sczfu ml.Z!ar
seratws  erram puhah tiga juta linci rafus  tt:inn puluh tiga ribu enam rafus
rupt.cih/ yang terdiri atas:
a.  Belanja Modal Bangunan Gedung;
b.  Belanja Modal Monumen;
c.  Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
d.  Belanja Modal Gedung dan Bangunan -BLUD.

(2)    Belanja  Modal  Bangunan  Gedung  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf a,  berupa bangunan  gedung  tempat kelja Rp.  144.086.605.000,00
(Serafus  empat puluh empat rwili.ar delapan puluh enam juta  enci.in ratus
l:inc. ribu rapieh),

(3)    Belanja Modal  Monumen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b,
berupa          belanj a          modal          candi / tugu          peringatan / prasasti
Rp. 2.600.000.000,00 (Dua iTidier erLam ratus juta "piah).

(4)    Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pa.da ayat
(1)  huruf c berupa belanja modal tugu/tugu batas;  Rp.  1.350.000.000,00
(Sc[tw rrdiar tiga rafus lima puhah juta rupicth).



(5)    Belanja  Modal  Bangunan  Gedung  dan  bangunan     BLUD  sebagaimana.
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf d  Rp.  2.626.948.600,00  /Ducz  m!Zjar enam
ratus dra. p.u.Iwh eram juta  sembilan rafus empat puhah delapan ribu encLm
rafus rapiah).

Pasal 59

(1)    Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1) huruf d; Rp.  log.359.668.000,00 /Seratrs semb{Zari mi.Z!.czr
tiga.r?Fus lira I?¥lrh sembilan juta enam rafus enam puluh delapan ribu
"p{.czh/ yang terdiri atas:
a.  Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
b.  Belanja Modal Bangunan Air;
c.   Belanja Modal jaringan.

(2)    Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagainana dimaksud pada ayat (1)
tlurT£.. a.,   E`p..  7_5.392.407.000,00    (Thjuh  puhah.   Iima   rrtmdr   tiga-rctins
serr.bilan pulwh dua juta empat Tctws tujuh ribu rupiah).

(3)    Belanja Modal Bangunan Air seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) hut
P., Etp. 25..±70.966.000,00  (Pua putuh lima rhiliar empd± rchis tujiih puluh
juta sembtlan ratJs erLcrm puhah erram ribu rupiah).

(4)    Belanja  Modal  Jaringan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c;
Fp.  8..496.295.000_,9P  (Delapan  rritiar  empat  rafus  sembilan puluh enc.in
juta dua rafus sembilan p:utah tina ribu rupiah).

Pasal 60

(1)    Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat  (1)  humf e    Rp.  230.000.000,00  /:Dita  rcifus  tr.ga pzt!ztfr jLifa  rLipt.czh/
yang terdiri atas:
a.  Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
b.  Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ 01ahraga;
c.   Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
d.  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -BLUD.

(2)    Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
huruf a; Rp. 30.000.000,00 /7lkyaj?ufuhjztfa ntpi.cih/.

(3)    Belanja     Modal     Barang     Bercorak     Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   b;   Rp.    loo.000.000,00
(Serafus juta rapicth).

(4)    Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 86
ayat (1) huruf c; Rp. 50.000.000,00 #jma ptJztJJtjLt{a rupt.ah/.

(5)    Belanja Modal Aset Tidak   Tetap Lainnya - BLUD  sebagaimana dimaksud
pada Pasal 86 ayat (1) huruf d; Rp.  100.000.000,00 /Serotrsjwfc{ "p{.ah/.

Pasal 6 1

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c,
f`p. 3.56.7:500.9PP,00  (Tiga Triliar lima rafus enan puhah tujuh-jutd tina rafus
7ibu "pt.ah/ terdiri atas Belanja. Tidak Terduga.



Pasal 62

(1)    Belanja transfer sebagainana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)  huruf d
Rp.  388.127.203.645,00  /Tt.ga  rczfus  c!ezapan pttztth  czeJapan  mt.!{czr serofus
dra. pquh tufuh..j¥±a  dua  rafus  tiga  ndu  eham rcrfus-empat puluh lind
"pjah/ yang terdiri atas:
a.  Belanja Bagi Hasil;
b.  Belanja Bantunn Keuangan.

(2)    Belanja   Bagi   Hasil   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huluf   a;
?p,.  1.2..687.802..949.,00  !Pua_ be|qs mthar enan ratus d6lapah'pubeh tujuh
jutc. delapan ratus dua ribu SernbtlarL rafus empat puluh Seinbwin rupiah;).

(3)    Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
Rp: ?75.43? :.400 ..6?6 ,00 (Itga ratus tyfuh puluh ti:ne mtlier 6mpd±-ratus tigd
pul¥h. semhilan juta empat  rates  r{:bu  eram rctws  Sembilar: puhah ends
rupialL).

Pasal 63

(1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a
yang terdiri atas:
a.  Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota

dan Desa; dan
b.  Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah

Desa.

(2) Belanja  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  Kepada  Pemerintahan  Kabupaten/Kota
dan  Desa  sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  huruf a;  Rp.  10.995.937.176,00
(Sep¥1¥h. rTiliT sembtlan rTtys SfrThilan puluh I:ina ju3a sembtlan ratus iiga
puhah twjuh ribu sercrfus tujuh pwhih enam rupicth).

(3) Belanja  Bagi  Hasil  Retribusi  Daerah  Kabupaten/Kota  kepada  Pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)  huruf b;  Rp.  1.691.865.773,00  (Safu
rr::tier ?n.ctm rcrfus .sgmhi|a? pulwh scrfu futa delairan rates erLci;in puluir tina
ribu tujuh rafus tufuh puluh tiga rupiah.).

Pasal 64

(1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 a.yat (1)
huruf b    Rp.  403.569.026.000,00  /Empat  rczttts  tr'ga  m{!t.ar Z{mLa  rafus  e7tcim

guluh serT.bilcun juta_dua pu|uh ?Harp ribu rupic.h} yang terdiri a.fas BelanjaBantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota.

(2) Belanja Bantuan  Keuangan  Umum  Daerah  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota
kepada Desa dimaksud ayat (3) huruf b, Rp. 375.439.400.696,00 /7t.ga rafus
tujuh puluh l|mc. :rtyltar errxpat ra.tvs tiga puluh sembilan juta empai rdfus ribu
enam rafus Semhilan puluh enam rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
kepada      Desa       sebagaimana      dimaksud       ayat       (3)       hurul      b;
Rp:  ?e.857 .OC!O..900,00  (Tiga puluh delapan wil±ar delapan rc[fus tt:rra puluh
tujuh juta rupicth).



Pasal 65

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 terdiri atas:
a.  Penerimaan pembiayaan; dan
b.  Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 66

Anggaran  penerimaan  pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  65

tyLm_i a   Fp.  171:9.95..955:782,oo  (serains tufuh piniiri-s-ii;-mif ei:=T -s-=#bii=nr,a^#^S_==m_P|!=T p3r.trp_liapq f roc. semb{!?p rafus iimi puluh 1:ina riri-iuirri:iris
c!e!apc{n ptJfuh c!zta  mpi.c}h/ yang  terdiri  atas  sisa  lebih  perhitungan  anggaran
tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 67

(1)    Anggaran  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  tahun  anggaran  sebeiumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66,   Rp.171.995.955.782,00 /Serofus

t±_±f :_ p¥_I_I !h scr.fu. rtytiar s.pTnbtlqn. rafus seribitan puluh iiiirji;ii S=i;5i#ii=r+gFA±.s:li_I_a_.prfuh tina  ribu  tujuh  rafus  delapan-prhah  dr; rirpidriij --giv;==:a
terdiri atas:
a.  Penghematan Belanja; dan
b.  Sisa Belanja lainnya.

(2)    Penghematan   belanja  sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  a;
E`p.  .1£9.995 :955:782 (SercLfus empat puluh seminlan rrilirar s=ribili* -iratIS
s]e_T_P_tl_I:t _p¥t¥h.tina j¥tq `semhiidn riafus  tina puhah tina ribu tujuh riiri:;:=s
delapan puluh duct rupiah).

(3)    Sisa  Belanja  lainnya   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  b;
Rp. 22.000.000.000,00 /DuaprfuJi cfua m].ji.ar rltpI.czh/.

Pasal 68

Anggaran  pengeluaran  pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  65
huruf b   Rp. 70.000.000.000,00  /ThgivJtptthafr mi!!.czr ruj?{czfty, yang terdiri atas  :
a.  Pembentukan Dana Cadangan; dan
b.  Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

Pasal 69

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 68 huruf a,
Rp.  20.000.000.000,00  /:Zmczpttzw7t m{Zjczr "pi.aft).

Pasal 70

(1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagalmana dimaksud
pada  pasal  68  huruf b,    Rp.  50.000.000.000,00  /lima pu!uh  mizI.ar rL[p!c{h)
yang terdiri dari Pembayaran Pinjaman dari I+embaga Keuangan Bank (LKB)
-BUMD-Jangka Menengah.

(2) Pemba.yaran   Pinjaman   dari   Lembaga   Keuangan   Bank   (LKB)   -BUMD-
Jangka    Menengah    sebagaimana    tersebut    pada    ayat    (1)    huruf    a;
Rp. 50.000 .000.000 ,00 a,ima puluh mitiar rupicwi).



Pasal 7 1

Uralan  lebih  lanjut  Anggaran  pendapatan  dan  Belanja  Daerah  sebagainana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
1. Lampiran I                               Ringkasan  penjabaran  APBD  Yang  Diklasifikasi

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
dan  Sub  Rincian  Objek  Pendapatan,   Belanja,
dan Pembiayaan.

2. Lampiran 11

3. Lampiran Ill

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

Penj abaran         APBD         M enurut         Urusan
Pemerintahan    Daerah,    Organisasi,    Program,
Kegiatan, Sub Kegia.tan, Kelompok, Jenis, .Objek,
Rincian     Objek,     dan     Sub     Rincian     Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Daftar   Nama    Calon    Penerima,    Alamat    dan
Besaran    Alokasi    Hibah    berupa    Uang   yang
diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
Daftar    Nama   Calon    Penerima,    Alamat    dan
Besaran  Alokasi  Bantuan  Sosial  berupa  Uang
yang   diterima   serta   SKPD   Pemberi   Bantuan
Sosial.

Daftar   Nama    Calon    Penerima,    Alamat   dan
Besaran   Alokasi   Bantuan   Keuangan   Bersifat
Khusus   yang   diterima   serta   SKPD   Pemberi
Bantuan Keuangan.

Pasal 72

Pelaksanaan    penjabaran    APBD    yang    ditetapkan    dala]n    peraturan    ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran  satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati    ini    dengan    penempatannya    dalam   Berita    Daerah    Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal  J28  De9e^wh 2oA2`

BUPATI REMBANG,

:iE=d=gg¥g±dinReife8haaepe
SEKRETARIS DAERAH


